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KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 198 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON
WIDYAISWARA MUDA DAN WIDYAISWARA MADYA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
Widyaiswara, perlu membuka peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Widyaiswara Muda
dan Widyaiswara Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

b. bahwa dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk
melaksanakan seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Widyaiswara
Muda dan Widyaiswara Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk
duduk dan melaksanakan tugas sebagai Panitia Seleksi Calon
Widyaiswara Muda dan Widyaiswara Madya Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengankatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing;

5. Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Widyaiswara Melalui Penyesuaian/ Inpassing;

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI CALON WIDYAISWARA MUDA DAN WIDYAISWARA MADYA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Widyaiswara Muda dan Widyaiswara
Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Panitia Seleksi Calon Widyaiswara Muda dan Widyaiswara Madya Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertugas:

a) melakukan pengecekan tersedianya formasi kebutuhan Widyaiswara;

b) menentukan metode seleksi;

¢) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;

d) menyusun materi seleksi;

e) menentukan criteria penilaian pada setiap tahapan seleksi;

f) menyusun dan mengumumkan pengumuman seleksi;

g) melakukan seleksi pada setiap tahapan;

h) menyusun dan menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil seleksi ke
Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Sekretariat memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada
panitia seleksi.

KEEMPAT : Panitia Seleksi Calon Widyaiswara Muda dan Widyaiswara Madya Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab dan
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Calon Widyaiswara Muda
dan Widyaiswara Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dapat dibantu oleh Sekretariat yang tugas dan susunan

keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.
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KEENAM : Panitia Seleksi Calon Widyaiswara Muda dan Widyaiswara Madya Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menunjuk Pihak
Independen yang berkompeten untuk membantu pelaksanaan seleksi.

KETUJUH : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai
saat ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya proses
Seleksi Calon Widyaiswara Muda dan Widyaiswara Madya Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.
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DR. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI CALON WIDYAISWARA MUDA DAN WIDYAISWARA MADYA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 198 TAHUN 2019

TANGGAL s 30 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA
PENYESUAIAN /INPASSING WIDYAISWARA MUDA DAN WIDYAISWARA MADYA

No K;‘;:‘:;:a; 12 :;m Nama Instansi
1 | Ketua Merangkap Anggota |: Setya BudiArijanta S.H., KN LKPP
2 | Anggota : 1. Iwan Herniwan, S.Si., MP. LKPP

2. Jhon Piter Halomoan LKPP
Situmorang, Ak. M.Ak. LKPP
3. Suharti, S.Psi., M.Si. LAN
4. Dra. Army Winarti, M.Si
3 | Sekretariat 1. Andi Susanto, S.STP., M.Sc. LKPP
2. Vina Da'watul Aropah, S.E. LKPP
3. Manshur Riadli, S.Pd. LKPP
4. Ajeng Septaria Diahmita, S.Kom. LKPP

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

DR. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si
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